
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/'307lVII.Ol/HK/2017
 

TENTANG
 

RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, 
hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif guna 
mendukung kelancaran pembangunan daerah serta untuk 
meningkatkan efektifitas penanganan konflik sosial secara 
terpadu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, 
perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konllik 
Sosial Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya 
dengan Keputusan Gubernur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

2.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah 
Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 

5.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 

6.	 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 
tahun 2013 tentang Upah Minimum; 

7.	 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 

8 .	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 
tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 

9.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah 
Provinsi Lampung; 

10.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2017. 
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Memperhatikan :	 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300j4432jPolpum 
tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam 
Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial 
Tingkat Provinsi dan KabupatenjKota. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI 
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 
2017. 

KESATU	 Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial 
di Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dilaksanakan oleh Tim 
Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung dengan 
berpedoman pada Rencana Aksi Terpadu Nasional. 

KEDUA	 Rencana Aksi Terpadu disusun berdasarkan hal-hal sebagai 
berikut 
a. Pencegahan Konflik Sosial. 
b. PenghentianjPenyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme. 
c. Pemulihan Pasca Konflik. 
d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2016. 

KETIGA	 Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi 
Lampung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

KEEMPAT	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di ;:rel~kbetung 

pada tanggal tf - ~ 2017 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. RI 

Tembusan: 
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta; 
2 . Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Te1ukbetung; 
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung; 
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung. 



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G~;YWI.OlfHK/2017 
TANGGAL: ts>: c., - 2017 

RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017
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Peningkatan 
nnal-nllai bela 
negara clalam 
mngka revolusi 
mental sesuai 4 
Konsensus 
Dasar 
Kebangsaan 
(Pancaslla, UUD 
1945, Bhinneka 
Tunggal Ika, 
NKRI) 
(RA: 01) 

Korem 
043/ 
GATAM 

Bakesbangpol, 
Disdikbud, 
Dispora, 
Polda, 
Badan Intelijen 
Daerah, 
Koordinator 
Kernenterian 
Pertahanan 

Meningkatnya kesadaran 
masyarakat dalam bela 
negara guna meredam 
konflik sosial . 

Target: 
Terlaksananya 
Pembinaan 
kesadaran bela 
negara sebanyak 3 
Kali. 

Target B04: 
Terlaksananya pembinaan kesadaran 
bela negara sebanyak 1 Kali 

Target BOS: 
Terlaksananya pembinaan kesadaran 
bela negara sebanyak 2 Kali 

Target B12: 
Terlaksananya pembinaan kesadaran 
bela negara sebanyak 3 Kali 

Kegiatan d apat 
berupa: 
- Sosialieasi; 
- Dialog; 
- Diklat; 
- Kemah bela 

Negara; 
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Pemantapan Badan Dispora, Terintemalisasinya Target: TARGET B04: Kegiatan dapat 
nUaI-nUai Kesbang 

darn politik 
Kanwil 
Kemenag, 
Disdikbud, 
Korem 043/ 
GATAM, 
Polda 

pemantapan nilai-nilai 
kebangsaan, nilai-nilai 
persatuan dan kesatuan 
bangsa, nilai-nilai cinta 
tanah air dalam 
mewujudkan persatuan 
dan kesatuan bangsa 

Terlaksananya 
pernantapan nilai
nilai kebangsaan, 
nilai-nilai persatuan 
dan kesatuan 
bangsa, nilai-nilai 
einta tanah air 
dalam mewujudkan 

Terlaksananya pemantapan nilai-nilai 
kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan 
kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta 
tanah air dalam mewujudkan 
persatuan dan kesatuan bangsa 
sebanyak I kali 

TARGET B08: 

berupa: 
- Sosialisasi, 

atau 
- Dialog , atau 
- Diktat 

°kebangsaan, 
nilai-nUal 
persatUBn dan 
okesa1:uan 
'bangsa, nilai
nilai cinta tanah 
air dalam 
rangka revolUi8i persatuan dian Terlaksananya pemantapan nilai-nilai 
menta1sesuai 4 kesatuan bangsa ke bangsaan, nilai-nilai persatuan dan 
Konsensus sebanyak 3 kali kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta 
Dasar tana.h air dalam mewujudkan 
Kebangsaan persatuan dan kesatuan bangsa 
:(PancasUa. UUD sebanyak 2 kali 
1945, Bhinneka 
Tunggallika, TARGET B12: 
NKRI) Terlaksananya pemantapan nilai-nilai 
:(RA: 02) kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan 

kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta 
tanah air dalam rnewujudkan 
persatuan dan kesatuan bangsa 
sebanyak 3 kali 

Pelabanaan 
80slallsasi nUa!· 
nUai wawasan 

Diskominfo 
daI1J 
statistik 

Bakesbangpol, 
Disdikbud, 
Kanwil 
Kemenag, 
Dispora, 

Menmgkatnya pemahaman 
rnasyarakat terhadap nilai
nilai wawasan kebangsaan 
melalui media rnassa 

Target: 
Terlaksananya 
kegiatan 
peningkatan nilai
nilai wawasan 

Target B04:: 
Terlaksananya kegiatan peningkatan 
nilai-nilai wawasan kebangsaan 
melalui media massa, dalam bentuk 
Penyiaran di tv lokal, radio lokal, 

kebangsaan 
:dalam rangka 
revolusi mental Korem 043/ ke bangsaan melaJui media cetak, atau media online 
:8esuai 4 GATAM, media massa, se banyak 1 kali. 
Konsensus Polda dalam bentuk 
Dasar penyiaran di TV Target B08: 
Kebangsaan lokal, Radio lokal, Terlaksananya kegiatan peningkatan 
(PaneasUa, UUD media eetak, atau nilai-nilai wawasan kebangsaan 
1945, Bhinneka media online melalui media massa, dalam bentuk 
Tunggal Jika, sebanyak 3 kali. penyiaran di 1V Eok al , RadJio lokal, 
NKRI) media cetak, atau media online 
(RA: 03) sebanyak 2 kali . 
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Target B12: 
Terlaksananya kegiatan peningkatan 
nilai-nilai wawasan kebangsaan 
melalui media massa, dalam bentuk 
penyiaran di TV lokal, Radio lokal, 
media cetak, atau media online 
sebanyak 3 kali. 

Penfngkatan 
kesadaran 
hukum 
masyarakat 
(RA: 04) 

Kejati Bakesbangpol, 
Biro Hukum, 
Kanwil 
Kementerian 
Hukum dan 
HAM, 
Polda, 
Badan lntelijen 
Daerah 

Meningkatnya pengetahuan 
dan kesadaran hukurn 
masyarakat dalam 
mencegah potensi konflik 

Target: 
Terlaksananya 
penyuluhan hukum 
kepada masyarakat 
dalam mencegah 
potensi konflik 
sebanyak 3 kali 

Target 804: 
Terlaksananya penyuluhan hukum 
kepada rnasyarakat dalam mencegah 
potensi konflik sebanyak 1 ka1ii 

Target B08: 
Terlaksananya penyuluhan hukum 
kepada masyarakat dalam mencegah 
potensi konflik sebanyak 2 kali 

Target B12: 
Terlaksananya penyuluhan hukum 
kepada masyarakat dalarn mencegah 
potensi konflik sebanyak 3 kali 

PenJngkatan Polda Bakesbangpol, Meningkatnya pengetahuan Target: Target 804: 
kesadaran Biro Hukum, dan kesadaran hukum Terlaksananya Terlaksananya penyuluhan hukum 
hukum Kanwil masyarakat dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam mencegah 
masyarakat Kementerian mencegah potensi konflik kepada masyarakat potensi konflik sebanyak 1 kali. 
(RA: 05) Hukum dan dalarn mencegah

HAM, potensi konflik Target B08: 
Korem 043/ sebanyak 3 kali Terlaksananya penyuluhan hukurn 
GATAM, kepada masyarakat dalam mencegah 
Kejati, potensi konflik sebanyak 2 kali. 
Badan Intelijen 
Daerah Target 812: 

Terlaksananya penyuluhan hukum 
kepada masyarakat dalam mencegah 
potensi konflik sebanyak 3 kali 
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Peningkatan Biro Bakesbangpol, Meningkatnya pengetahuan Target: Target B04: 

.. 

kesadaran Hukum Kejati, dan kesadaran h ukum Terlaksananya Terberituknya SK Gubemur Lampung 
hukum Kanwil masyarakat dalam penyuluhan hukum tentang Pembentukan Tim 
masyarakat Kementerian mencegah potensi konflik kepada masyarakat Penyuluhan Hukum Provinsi 
IRA: 06) Hukum dan 

HAM, 
Polda, 
Badan lntelijen 

dalam mencegah 
potensi konflik 
sebanyak 2 kali 

Lampung Tahun 2017 

Target B08: 
Terlaksananya penyuluhan hukum 

Daerah kepada masyarakat dalam mencegah 
potensi konflik sebanyak 1 kali 

Target B12: 
Terlaksananya penyuluhan hukum 
kepada masyarakat dalam mencegah 
potensi konflik sebanyak 2 kali. 

Penlngkatan 
kesadaran 
hukum 
muyarakat 

Kanwil 
Kementerian 
Hukum dan 
HAM 

Bakesbangpol, 
Biro Hukum, 
Korem 043/ 
GATAM, 

Meningkatnya pengetahuan 
dan kesadaran hukum 
masyarakat dalam 
mencegah potensi konflik 

Target: 
Terlaksananya 
penyuluhan hukum 
kepada masyarakat 

Target B04: 
Terlaksananya penyuluhan hukum 
kepada masyarakat dalam mencegah 
potensi konflik sebanyak 1 kali 

IRA: 07) Polda, 
Kejati, 
Badan lntelijen 
Daerah 

dalam mencegah 
potensi konflik 
sebanyak 3 kali 

Target B08: 
Terlaksananya penyuluhan hukum 
kepada masyarakat dalam mencegah 
potensi konflik sebanyak 2 kali 

Target B12: 
Terlaksananya penyuluhan hukum 
kepada masyarakat dalam mencegah 
potensi konflik sebanyak 3 kill. 

Sosialisasi 
Perat1U8J1 Daerah 
No 1 Tahun 2016 
dan Peratllnn 
Gubernur No 35 

Badan 
kesbang 
dan 
politik, 

Kanwil 
KemkumHAM, 
Korern 043/ 
GATAM, 

Meningkatnya pengetahuan 
masyarakat tentang 
Peraturan Daerah No 1 
Tahun 2016 dan Peraturan 

Target: 
Terlaksananya 
Sosialisasi 
Peraturan Daerah 

Target B04: 
Rapat Persiapan Sosialisasi 
Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 
dan Peraturan Gubemur No 35 

Tahun 2016 Biro Kejati, Gubemur No 35 Tahun No 1 Tahun 2016 Tahun 2016 dalam mencegah potensi 
tentang Rembug 
Desadan 
KelUJahan dalam 
pencephan konfllk 
di Provinai 

Hukum, 
Polda 

Badan lntelijen 
Daerah 

2016 dalam mencegah 
potensi konflik 

dan Peraturan 
Gubemur No 35 
Tahun 2016 dalarn 
mencegah potensi 

konflik sebanyak 1 kali 

Tarset BOB: 
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah 
No 1 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur 

Lampung konflik sebanyak 2 No 35 Tahun 2016 dalam mencegah potensi
jRA:OBj kali konflik sebanvak 1 kali 

(
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Peningkatan 
peran serta 
m&syarakat dan 
.netralita8 ASN 
dalam 
penyelenggaraan 
PemllukaAta 
serentak 
Kabupaten/Kota 
dan Provinsl 
i(RA: 09) 

Badan 
Kesbang 
daru politik 
KPU 
Bawaahn 

Po100, 
Korem 043/ 
Gatam, 
Diskominfotik, 
Biro 
pemerintahan 
dan otda 

Meningkatnya partisipasi 
masyarakat dan netralitas 
ASN da1am pelaksanaan 
pilkada 

Target: 
Ter1aksananya 
monitoring dan 
evaluasi serta 
sosialisasi 
pe1aksanaan 
Pernilukada 
serentak 3x 

Target B12: 
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan 
Daerah No 1 Tahun 2016 dan 
Peraturan Gubernur No 35 Tahun 
2016 dalam mencegah potensi konflik 
sebanyak 2 kali, 
Target B04:: 
Terlaksananya pelaporan 
pelaksanaan pemilukada serentak 
Kab/Kota sebanyak 1 kali 

Target B08:. 
Terlaksananya monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pemilukada 
serentak Kab/Kota sebanyak 2 kali, 

Target B12: 
Terlaksananya monitoring dan 
evaluasi serta sosialisasi pelaksanaan 
pemilukada serentak Kab/Kota 
sebanvak 3 kali 

I U1.~ 
-

Penlngkatan Kanwil 
:nilai-nilal Kementerian 

toleransi Agama 
kehidupan 
beragama d.a1am 
rangka revolusl 
mental sesuai 4 
,Konsen8us 
Dasar 
Xebangsaan 
iPancasiJa. UUD 
1945, Bhinneka 
Tunggal llka, 
'NKRII 
!(RA: 10) 

Disdikbud, 
Bakesbangpol, 
Kejati, 
Korem 043/ 
GATAM, 
Polda, 
Badan Intelijen 
Daerah, 
FKUB 

.. 

Terinternalisasinya 
toleransi kehidupan 
beragarna daliam 
mewujudkan persatuan 
dan kesatuan bangsa 

Target: 
Terlaksananya 
peningkatan Nilai
nilai toleransi 
kehidupan 
beragama dalam 
mewujudkan 
persatuan dian 
kesatuan bangsa 
sebanyak 3 kali 

Target 804:: 
Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai 
toleransi kehidupan beragama dalarn 
mewujudkan persatuan dan kesatuan 
bangsa sebanyak 1 kali 

Target B08: 
Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai 
toleransi kehidupan beragama dalam 
mewujudkan persatuan dan kesatuan 
bangsa se banyak 2 kali 

Target BI2:: 
Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai 
toleransi kehidupan beragarna dalam 
mewujudkan persatuan dan kesatuan 
bangsa sebanvak 3 kali 

Kegiatan dapat 
berupa: 
- Sosialisasi, 

atau 
- Dialog, atau 
- Diklat, atau 
- Doa Bersama 
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Percepatan ' r o Biro Hukum, Terwujudnya kepastian Target: 
Penetapan Batas 
Daerah 
Administrasi ~ emerintah~ 

an otonomi 
aerah 

Bakesbangpol, 
Kanwil BPN, 
Korem043/ 

hukum pada wilayah 
administrasi 
pemerintahaan 

Terbitnya usulan 
Gubernur kepada 
Mendagri untuk 

PrOViDSi 'Cia n GATAM, menerbitkan 
KablKota Polda, Pennendagritenffimg 
~RA: i n Bappeda, tata batas daerah 

administrasi 

Target 804:: 
Teridentifikasinya titik-titik batas 
daerah administrasi yang bermasalah 

Target B08:: 
Terlaksananya mediasi penyelesaian 
tapa! batas daerah administrasi yang 
bennasalah (Ix) 

Target B12:' 
1.	 Terlaksareanya mediasi 

penyelesaian tapa! batas 
.daerah administrasi yang 
bermasalah (2x) 

2.	 Terbitnya usulan Gubernur 
kepada Mendagri untuk 
menerbitkan Permendagri 
tentang tata batas daerah 
administrasi 

... I"5f!<.J;tl ) ff/..	 ~ 

:Sosialisasi Dinas Dinas Terlaksananya penerapan 
Permen Tenaga Perdagangan, UMP 
nakertraJlls Kerja dan Polda, 
Homor 78 Tahun Transmigrasi Badan Intelijen 
.2015 tentang Daerah 
Upah Minimum 
~RA: 12) 

Target: 
Terlaksananya 
Sosialisasi dan 
implementasi 
Peraturan Menteri 

Target B04:: 
Tersosialisasikarmya 
Permennakertrans Nornor 78 Tahun 
2015 tentang Upah Minimum 
sebanyak 1 kali 

Kegiatan dJapat 
berupa: 
- Dialog 
- Tatap muka 

Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomar 
78 Tahun 2015 
tentang Upah 
Minimum sebanyak 
3 kali 

Target B08:, 
Tersosialisasikannya 
Pennennakertrans Nomor 78 Tahun 
2015 tentang Upah Minimum 
sebanyak 2 kali 

Target 812: 
Tersosialisasikannya Permennakertrans 
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Upah 
Minimum sebanvak 3 kali 
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PeniDgkatan Bappeda Dinas Meningkatnya keberdayaan 
Pengawasan perdagangan, masyarakat sekitar 
Terhadap Disnaker, perusahaan 
Perusahaan Dinaa energi 
Dalam dan sumber 
PelaJl:sanaan daya mineral, 
Corporate Dishut, 
SociGl Dinas 
Responsibility perkeburran 
~CSR} dan peternakan, 
I~ RA: 13t Bakesbangpol, 

QJ PfittEO@!Jjjfm~~ 
. __. - ,... ' . 

Implementaai Dinas Dinaa tanaman Terlaksananya hubungan 
Pasa18-16 perkebunan pangan dan kemitraan antara 
Peraturan dan holtikultura, perusahaan pemegang izin 
Menter! ~ternakan Bakesbangpol, dengan masyarakat sekitar 
Pertanian Dina's 
Nomor 98 Tahun Kehutanan, 
2013 tentang Kejati, 
Pedoman Polda, 
PerlJinan Usaha Badan Intelijen 
PerkebulI8.n Daerah 
~pemberdayaan 

mB.syarakat 
melalui 
keul1traan 
dengan 
pemegang bin} 
eRA: 14) 

Target: Target B04: 

Terlaksananya Terlaksananya pengawasan tentang 
pelaksanaan CSR sebanyak 1 kalipengawasantentang 

pelaksanaan CS!R 
sebanyak 3 kali Target B08: 

Terlaksananya pengawasan tentang 
pelaksanaan CSR sebanyak 2 kali 

Target B12:' 
Terlaksananya pengawasan tentang 
pelaksanaan CSR sebanyak 3 kali 

, 
, .._. _ ~._. .. -

Target: Target B04:: 

Terlaksananya Monev ~mplementasiperaturan 

Monev implementasi Mentan tentang pemberdayaan 

peraturan Mentan mesyarakat melalui kemitraan 
(1 kali)tentang 

pemberdayaan 
masyarakat melalui 

Target B08: 

Monev ~mplementasi peraturankemitraan 1(3 kali) 
Mentan tentang pernberdayaan 
masyarakat melalui kemitraan 
(2 kali) 

Target BI2:: 

Monev implementasi peraturan 
Mentan tentang pernberdayaan 
masyarakat melalui kemitraan 
(3 kali) 

Kegiatan dapat 
berupa: 
- Rapat, atau 
- Supervisi, 

atau 
- Monev 

-

Kegiatan dapat 
berupa: 
- Supervisi, 

atau 
- Asesterrsi, 

atau 
- Rapat 
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Peningkatan Dinas Dishut, Tidak adanya wilayah izin Target: Target B04:: 
Pengawasan energi dan Bakesbangpol, pertambangan yang 1. Terdatanya luas Pendataan luas wilayah IUP dan luas 
terhadap sumber Kanwil BPN, ditelantarkan oleh wilayah IUP dan wilayah yang ditelantarkan 
wUayah daya Kejati, pemegang hak/ luas wilayah yang
Pertam.bangan mineral, Polda, perusahaan di seluruh ditel antarkan. Target B08:: 
~Izin Usaha Bappeda, provinsi 2. Terbitnya Terlaksananya Monev terkait 
Pertambang-an) Badan Intelijen rekomendasi rekomendasi pencabutarr/ penciutan 
tRA: 15) Daerah pencabutarr/ 

penciutan izin 
usaha 
perusahaan yang 
terbukti 
menelantarkan 
seluruh/ sebagian 
wilayah Izin 
Usaha. 
Pertarnbangan. 

izin usaha perusahaan yang terbukti 
menelantarkan selurub / sebagian 
wilayah lzin Usaha Pertambangan 

Target B12:. 
Merekomendasikan pencabutan/ 
penciutan izin usaha perusahaan 
yang terbukti menelantarkan 
seluruh/ sebagian wiilayah lzin Usaha 
Pertambangan 

Peningkatan Dinas Disbunnak, Tidak adanya pernlbukaan Target: Target B04: Kegiatan dapat 
Pengawasan Kehutanan BPBD, lahan secara ilegal Terlaksananya Terlaksananya pengawasan terhadap berupa: 
terhadap Biro Hukum, (pembakaran/ kebakaran pengawasan pembukaan lahan yang dilakukan - Supervisi 
pem.bukaan Bakesbangpol, laban) terhadap dengan cam pembakaran( kebakaran - Aslstensi atau 
lahan seca.ra Kanwil BPN, pembukaan lahan laban sebanyak I kali - Rapat 
illegal Korem 043/ yang dilakukan 
~pembakarant GATAM, dengan cara Target B08:: Dasar Hukum 
kebakaran Polda, pembakararr/ Terlaksananya pengawasan terhadap antara lain: 
lahan) Badan Intelijen kebakaran laban pembukaan laban yang dilakukan Instruksi 
(RA: 16) Daerab sebanyak 3 kali dengan cara pembakaranr kebakaran 

laban sebanyak 2 kali 
Presiden 
Nomor 16 

Target B12:: 
Terlaksananya pengawasan terhadap 
pembukaan lahan yang dilakukan 
dengan cara pembakaranj' kebakaran 
laban se banyak 3 kali 

Tahun 20~ 1 
tentang 
pengendalian 
kebakararu 
hutan dan 
Iahan. 
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Mensinergikan 
Sistem 
peringatan dini 
(RA: 17) 

Badan 
lntelijen 
Daerah, 
Kesbangpol 

Kemenag, 
Dinsos, 
Diskominfo, 
Disdikbud, 
Korem 043 
Gatam, Polda, 
Kejati 

Terdeteksinya potensi 
konllik dan 
terinfonnasikannya potensi 
kcnflik kepada pihak 
terkait 

Target: 
l. Terinforrnasikan 

nya potensi 
konflik melalui 
system 
peringatan dini 
kepada pihak 
terkait 

2. Peran aktif 
Kominda 
Provinsi dalam 
membaca situasi 
dan kondisi 
daerahnya. 

Target B04: 
Fasilitasi Komunitas lntelijen Daerah 
(KOMINDA) 1 kali 

Target B08: 
Fasilitas Komunitas lntelijen Daerah 
(KOMINDA) 2 kali. 

Target B12: 
Fasilitas Komunitas lntelijen Daerah 
(KOMINDA) 4 kali 

Memberdayakan 
Peran FKUB. 
FKDM, Ormas, 
clan Ponclok 
Pesantren 
(RA: 18) 

Kesbangpol 
Kanwil 
Kemenag 

Dirrsos, Biro 
kesejahteraan 
sosial, 
Diskominfo dan 
statistik, 
Disdikbud, 
Korem, Polri 

Meningkatnya peran forum-
forum dalam masyarakat 
(FKUB, FKDM, Ormas, dan 
Pondok Pesantren] 

Target: 
1. Terlaksananya 

dialog kemitraan 
dan kerjasama 
antar elemen 
masyarakat 

2 . Meningkatnya 
keterlibatan 
tokoh 
masyarakat 
dalam 
kerukunan umat 
beragama. 

Target B04: 
Forum Komunikasi dan konsultasi 
bagi Ormas/LSM, OKP, tokoh 
agama, tokoh masyarakat , dan 
pondok pesantren 1 kali 

Target B08: 
Fasilitasi Pemuda dengan Ormas, 
Omirlaba, tokoh masyarakat , dan 
pondok pesantren 

Target B12: 
1. Rakor kerukunan umat beragama 

di Provinsi Lampung 1 kali. 

2. Rapat Kerja FKDM Provinsi dan 
Kabupaterr/Kota 1 kali 

(
 



13 

" 

1 2 

[jih@3Iiirn 
. 0' 

Pemantapan Badan 
pencegahan akal Kesbang 
terorisme dan 
r(RA: 19) Politik, 

Polda 

.

3 

... .-.,- . -,....... 

Kanwil 
Kemkumham,. 
Kanwil 
Kemenag, 
Disdik, 
Diskominfotik, 
FKPT, 
Kejati, 
Korem 043/ 
GATAM, 
Polda, 
Badan Intelijen 
Daerah 

4 

Meningkatnya peran serta 
masyarakat dan kesigapan 
aparat dalam pencegahan 
aksi terorisme 

5 

Target: 
Terlaksananya 
sosialisasi Bahaya 
Radikalisme-
Terorisme di 
Kalangan Pelajar
Pemuda-Mahasiswa 
dan masyarakat 
sebanyak 3 kali 

6 

~ 

Target B04:: 
Terlaksananya Sosialisasi Bahaya 
Radikalisme-Terorisme di Kalangan 
Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan 
masyarakat sebanyak I kali 

Target B08:: 
Terlaksananya Sosialisasi Bahaya 
Radikalisme-Terorisme di Kalangan 
Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan 
masyarakat sebanyak 2 kali 

Target B12:: 
Terlaksananya Sosialisasi Bahaya 
Radikalisme-Terorisme di Kalangan 
Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan 
masyarakat sebanyak 3 kali 

7 8 

~atatan : 
lKegiatan 
IPencegahan 
meliputi : 
1. Kontra 

provagandap 
enggalangan 
intelijen 

r,2 . Pemberdayaan 
aparat 
intelijen 
daerah 
dalam 
pen£egahan 
aksi 
terorisme 

I ~ ~Om:J,~~ff.!E]~'ii·)Jh'!(9 

~ ~f!!;'i1'iW:t}~ 
. - . ',- -"'" -

Penghentian Po lda Bakesbangpol, 
Xonftlk Soslal Kejati, 
.menooJol dl Korem 043/ 
daerah/ provinsl GATAM, 
.da n terorlsme Badan Intelijen 
~RA: 20) Daerah, 

Satpol PP 

... - -,-. -
Terhentinya Konflik Sosial 
menonjol di 
daerah/ provinsi 

Target: 
Terhentinya konllik 
sosial menonjol di 
daerah/ provinsi dan 
terorisrne oleh Tim 
Terpadu Provinsi 
dengan cepat/ 
dalam tempo 
maksimal 2 x 24 
jam setelah 
diajukannya 
pennintaan dari Tim 
Terpadu Kab /Kota. 

- ... .. -
Target B04: 

1, Tersedianya tim) pasukan bantuan 
provinsi 

2. Terhentinya konflik sosial menonjol 
dl daerah/ provinsi dan terorisme 
oleh Tim Terpadu Ptrovinsi dengan 
cepatj dalam tempo maksimal 2 x 
24 jam setelah diajukannya 
perrnintaan dari Tim Terpadu 
Kab/Kota 

Target 808:: 
1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan 

provinsi 
2. Terhentinya konflik sosial menonjol 

dli daerah/ provinsi dan terorisme 
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1 2 3 4 5 6 
dan terorisme oleh Tim Terpadu 
Provinsi dengan cepat/ dalam 
tempo maksimal2 x 24 jam setelah 
diajukannya permintaan dari Tim 
Terpadu Kab/Kota 

7 8 i 
I 

& ~£flffi:1tti1 [3m{ilJb 

fib OO'iflmnlijjjrnjl8!I1'i} 
.... 

Penyelesalan Dishut Disbun dan 
konnJ.k dl peternakan, 
kawasan hutan Bakesbangpol, 
Regiater 45, Kanwil BPN, 
Prov Lampung Polda, 
tRA: 21t Korem 

043/GATAM, 
Pemkab Mesuji 

-
Kembalinya fungsi hutan di 
Register 45 

Target: 
Terlaksananya 
kesepakatan 
antara pemegang 
ijin dengan 
rnasyarakat di 
kawasan Register 
45 untuk 
pengembalian 
fungsi hutan 

Target B12: 
1. Tersedianya tim/ pasukan bantuan 

provinsi 
f2. Terhentinya konflik sosial menonjol 

di daerah/ provinsi dan terorisme 
oleh Tim Terpadu Provinsi dengan 
cepat / dalam tempo maksimal 2 x 
24 jam setelah diajukannya 
pennintaan dari Tim Terpadu 
Kab/Kota 

~ . •. 

~ 

Target 804: 
Terlaksananya sosialisasi tentang 
pola kemitraan di kawasan Register 
45 untuk pengembalian fungsi hutan 

Target B08: 
1. Terlaksananya pertemuan / mediasi 

dengan masyarakat di kawasan 
Register 45 

~. Tercapainya kesepakatan antara 
masyarakat dan pernegang izin 
tentang pengembalian fungsi hutan 
di Register 45. 

Target 812: 
Tercapainya kesepakatan antara 
masyarakat dan pemegang izin 
tentang pengembalian fungsi hutan 
di Register 45 

I 
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Penyelesaian Sekda Biro Hukum, Terselesaikannya akar Target: Target 804: tatan: 
KonflJk S08ia1 Provinsi Bakesbangpol, masalah konfhk sosial Terselesaikannya Penyelesaian kasus konflik sosial sus pada 
menonJol Dishut, menonjol berlatarbelakang akar masalah menonjol berlatarbelakang Laban/ ulan 
berlatar Disbunnak, Lahan/SDA konflik sosial SDA, yang terjadi pada bulan eptember
belakang Dinas tanaman menonjoI September - Desernber 2016 yaitu: esember 
Labanl SDA, pangan dan berlatarbelakang 1. Teridentifikasinya akar masalah 016, 
periode mula! holtikultura, Lahan/SDA, yang 2. Penyelesaian akar rnasalah i Sel esaikan 
tahun 2016 Dinas energy terjadi sampai sehingga. tercapai musyawarah ~adatahun 
(RA: 22) dan SDM, 

Kejati , 
Kanwil EPN, 

dengan bulan 
Agustus 2017 

dan mufakat untuk perdamaian. 

Target BOS: 

017 

Korem 043/ 
GATAM, 
Polda, 
Badan Intelijen 

Penyelesaian kasus konflik sosial 
menonjol berlatarbelakang Laban/ 
SDA, pada bulan Januari - April 
2017 yaitu : 

Daerah 1. Teridentifikasinya akar masalah 
2. Penyelesaian akar masalah 

sehingga tercapai musyawarah 
dan mufakat untuk perdamaian 

Target B12: 
Penyelesaian kasus konflik sosial 
menonjoI berlatarbe1akang Lahan/ 
SDA, pacta bulan Mei - Agustus 2017 
yaitu: 
1. Teridentifikasinya akar rna salah 
2. Penyelesaian akar masalah 

sehingga tercapai musyawarah 
dan mufakat untuk perdamaian 

Penyelesaian Sekda Bakesbangpol, Terselesaikannya akar Target: Target B04: tata.n: 
KonOik Sosia1 Provinsi Kanwil masalah konf1ik sosial Terselesaikannya Penyelesaian kasus konflik sosial asus pada 
menonJol Kemenag, menonjol bemuansa SARA akar masalah konflik menonjol berlatarbelakang SARA, ulan 
berlatar Disdikbud, sosial menonjol yang terjadi pada bulan September  eptember
belakang SARA, Kejati, berlatarbelakang Desember 2016 yaitu: esember 
periode mula! Korem 043/ SARA yang terjadi 1. Teridentifikasinya akar masaIah 016, 
tahun 2016 GATAM, sampai dengan bulan 2. Penyelesaian akar rnasalah iselesaikan 
(RA: 23t Polda, Agustus 2017 sehingga tercapai musyawarah 

dan mufakat untuk perdamaian 
ada tahun 
017 
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Target BOS: 
Penyelesaian kasus konflik so sial 
menonjol berlatarbelakang SARA, 
pada bulan Januari - April 2017 
yaitu: 
1. Teridentifikasinya akar masalah 
2. Penyelesaian akar masalah 

sehingga tercapai musyawarah 
dan mufakat untuk perdamaian 

Target B12: 
Penyelesaian kasus konflik sosial 
menonjol berlatarb elakang SARA, 
pada bulan Mei - Agustus 2017 yaitu: 
1. Teridentifikasinya akar masalah 
2 . Penyelesaian akar masalah 

sehingga tercapai musyawarah 
dan mufakat untuk perdamaian. 

Penyelesaian Sekda Biro Terselesaikannya akar Target: Target B04: 
KonfUk Sosla1 Provinsi Pemerintahan masalah konflJik sosial Terselesaikannya Penyelesaian kasus konflik so sial 
menonJol dan Otda, menonjol berlatarbelakang akar masalah menonjol berlatarbelakang politik 
berlatar Biro Hukum, po litik dan batas daerah konflik sosial dan batas daerah administrasi, yang 
belakang politlk. Bakesbangpol, administrasi menonjol terjadi pada bulan September
dan batas Dishut, berlatarbelakang Desember 2016, yai tu : 
daerah Disbun dan politik dan batas 1. Teridentifikasinya akar masalah 
adminlstrasl pe ternakan, daerah administrasi, 2 . Penyelesaian akar masalah 
periode mulal Kanwil BPN, yang terjadi sampai sehingga tercapai musyawarah 
tahun 2016 Korem 043/ dengan bulan dan mufakat untuk perdamaian 
(RA: 24) GATAM, 

Polda, 
Badan Intelijen 
Daerah 

Agustus 2017 
Target BOS: 
Penyelesaian kasus konflik sosial 
menonjol berlatarbelakang politik dan 
batas daerah administrasi, pada 
bulan Januari  April 2017, yaitu: 
1. Teridentifikasinya akar masalah 
2 . Penyelesaian akar masalah 

sehingga tercapai musyawarah 
dan mufakat untuk perdamaian 
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- - Target B12: 

Penyelesaian kasus konflik sosial 
menonjol berlatarbelakang politik dan 
batas daerah administrasi, pada 
bulan Mei - Agustus 2017, yaitu: 
1. Teridentifikasinya akar masalah 
2. Penyelesaian akar masalah 

sehingga tercapai musyawarah 
dan mufakat untuk: perdamaian 

Penyelesaian Sekda Bakesbangpol, Terselesaikannya akar Target: Target B04: ~atataD: 
KonfUkSosW Provinsi Dinas masalah konflik sosial Terselesaikannya Penyelesaian kasus konflik sosial ~asuspad81 
meno J\j01 perindustrian, menonjol berlatarbelakang akar masalah menonjol berlatarbelakang ekonomi/ bulan 
berlatar Korem 043/ industrial konflik sosial industrial, yang terjadi pada bulan ~eptember
belakang GATAM, menonjol September - Desember 2016 yaitu: Desember 
ekonomil Polda, berlatarbelakang 1. Teridentifikasinya akar masaJah ~016, 
industrial Badan lntelijen ekonomi/ industrial, 2 . Penyelesaian akar masalah ~selesaikan 
periode mulai Daerah yang terjadi sampai sehingga tercapai musyawarah !pada tahun. 
tahun 2016 dengan bulan dan mufakat untuk perdarnaian ~017 
(RA: 25) Agustus 2017 

Target BOS: 
Penyelesaian kasus konflik sosial 
menonjol berlatarbelakang ekonorui/ 
industrial, pada bulan Januari - April 
2017 yaitu: 
l. Teridentifikasinya akar masalah 
2 . Penyelesaian akar masalah 

sehingga tercapai musyawarah 
dan mufakat untuk perdamaian 

Target B12: 
Penyelesaian kasus konflik so sial 
menonjol berlatarbelakang ekonorni/ 
industrial, pada bulan Mei - Agustus 
2017 yaitu: 
1. Teridentifikasinya akar masalah 
2 . Penyelesaian akar masalBh 

sehingga tercapai musyawarah 
dan mufakat untuk perdamaian 
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Percepatan 
Proses 
Penegakan 
HukumAtas 
Pelaku Terkait 
KonfHk periode 
sebelum tahun 
2017 (secan 
damail 
penyidikan) 
(RA: 26) 

Percepatan 
Proses 
Penegakan 
HukumAtas 
Pelaku Terkait 
KonOik periode 
sebelum tahun 
2017 
(penuntutan) 
IRA: 27l 

Po1da Kejati, 
Bakesbangpo1, 
Korem 0431 
GATAM, 
Biro 
Pemerintahan 
dan Otda, 
Badan 1ntelijen 
Daerah 

Kejati Polda 

Terciptanya kepastian 
hukum 
terhadap kasus-kasus 
konflik sosial 

Terciptanya kepastian 
hukum 
terhadap kasus-kasus 
konflik sosial 

Target: 
Terselesaikannya 
penegakan hukum 
dan j atau 
penyelesaian secara 
damai terhadap 
kasus-kasus konllik 
sosial secara cepat 
dan efektif 

Target: 
Terselesaikannya 
penuntutan kasus
kasus konflik sosial 
yang diserahkan 
oleh penyidik Polda 

Target B04: 
1.	 Penentuan jumlah kasus konflik 

yang terjadi sebelurn tahun 2017 
yang akan diselesaikan oleh Tim 
Terpadu Provinsi 

2 . Terse1esaikannya proses penegakan 
hukum danl atau penyelesaian 
secara damai kasus konllik sosial 
25% untuk 1 kasus 

Target B08: 
Terselesaikannya proses penegakan 
hukum darr/ atau penye1esaian 
secara damai kasus konflik sosial 
50% per setiap kasus 

Target 812: 
Terselesaikannya kasus konflik 
sosial, 100% per setiap kasus 

Target B04: 
Penuntutan kasus konflik sosial yang 
terjadi sebe1um tahun 2016 yang 
dilimpahkan oleh penyidik Po1da 
paling lambat bulan April 2017 

Target B08: 
Penuntutan kasus konflik sosial yang 
terjadi sebelum tahun 2017 yang 
dilimpahkan oleh penyidik Polda 
paling lambat bulan Agustus 2017 

Target 812: 
Penuntutan kasus konflik sosial yang 
terjadi sebelum tahun 2017 yang 
dilimpahkan oleh penyidik Po1da 
paling lambat bulan Desember 2017 

125% 
lindikasinya a.l: 
- Para pelaku 

teridentifikasi 
25 % 

-A1at bukti 
terkumpul 
25% 

• Atau terbitnya 
kesepakatan 
darnai untuk 
penyelesaian 
konflik 

Penuntutan: 
Sejak. 
diterimanya 
pelimpahan 
dari penyidik 
Polda sampai 
dilimpahkan 
ke Pengadilan 
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Percepatan 
Proses 
Penegakan 
HukumAtas 
Pelab Terkait 
KonfUk muJaf 
tahun 2017 
(secara damal!/ 
penyidtkan) 
IRA: 28) 

Polda Kejati Terciptanya kepastian 
hukurn 
terhadap kasus-kasus 
konflik sosial 

Tal'get: 
Terselesaikannya 
penegakan hukum 
dan/atau 
penyelesaian secara 
damai terhadap 
kasus-kasus konflik 
sosial secara cepat 
dan efektif 

Target 804: 
Terselesaikannya proses penegakan 
hukum atas konflik sosial m enonjol 
terkait Lahan /SDA, SARA, Politik 
dan batas daerah administrasi, 
ekonomi/ industrial yang terjadi 
pada September - Desember 2016, 

Target B08: 
Terselesaikannya proses penegakan 
hukum atas konflik so sial menonjol 
terkait Lahan/SDA, SARA, Palilik 
dan batas daerah administrasi, dan 
ekonomi/ industrial yang terjadi 
pada Januari - April 2017 

Catalan: 
Kasus pada 
bulan, 
September-
Desember 
20 16 , 
diselesaikan 
padatahun 
2017 

Target B12: 
Terselesaikannya proses penegakan 
hukum atas konflik sosial menonjol 
terkait Lahan/SDA, SARA, Politik 
dan batas daerah administrasi, dan 
ekonomi/ industrial ya n g terjadi 
pada Mei - Agustus 2017, 

Percepatan Kejati Polda Terciptanya kepastian Target: Target B04: Penuntutan: 
Proses hukum Terselesaikannya Terselesaikannya kasus konflik Sejak 
Penegakan terhad a p kasus-kasus penuntutan kasus (tahap penuntutan) yang diserahkan diterimanya 
HukumAtas konflik sosial kasus konflik sosial oleh penyidik Polda pada September pelimpahan 
Pela.ltu Terkait yang diserahkan s id Desember 20 16. dari penyidik 
Konflik muJaii oleh periyidjk Polda PoIda sampai 
tahun 2016 pada tahap II Target B08: dilimpahkan 
(penantutan) Terselesaikannya kasus konflik ke Pengadilan 
(RA: 29) (tahap penuntutan) yang diserahkan 

oleh penyidik Polda pada Januari sid 
April 2017 
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Target B12: 
Terselesaikannya kasus konflik 
(tahap penuntutan) yang diserahkan 
oleh penyidik Po1da pada Mei 
Agustus 20 17 

C ·-~U',r.n::l.,~~~ 

Evaluasi 
Reneana Aksi, 
Penanganan 
KonfUk Sosial 
Tahun 2017 
Tingkat Provinsi 
dan Kabupatenl 
Kota 
(RA: 30) 

Terlaksananya Sekda 
Tingkat Provinsi 
Tim Terpadu 

Aksi Penanganan Konflik 
Sosial Tahun 2017 Tingkat 
Provinsi dan Kab/Kota 

Terlaksananya Rencana 

Terlaksananya 
Raker Bersama/ 
monitoring, 
verifikasi dan 
evaluasi Rencana 
Aksi PKS Tingkat 
Kab/Kota sebanyak 
3kali -

Target: 
Terlaksananya Rakor Bersama/ 
monitoring,verifikasi dan evaluasi 
Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/ Kota 
sebanyak 1 kali 

Target BOS: 
Terlaksananya Rakor Bersama/ 
monitoring, verifikasi dan evaluasi 
Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota 

TARGET B04: 

·Ml;'.I,T":mfl:J~~'I,;}Ji.f;,.,mIJ.'I1tr..c::~. 

sebanyak 2 kali 

II 

Target B12: 
Terlaksananya Rakor Bersama/ 
monitoring, verifikasi dan evaluasi 
Rencana Aksi PKS Tingkat Kab/Kota 
sebanyak 3 kali 

-i, 

PelaporBlIl Kasus Badan Badan Intelijen Terdatanya jumlah kasus Target: Target B04: Format 
KonfUk Sosial 
setiap bulannya 
(RA: 31} 

Kesbang 
dan Politik 

Daerah, 
Kejati, 
Korem 043/ 
GATAM, 
Polda 

konflik sosial 
Tersedianya data 
kasus konflik sosial 
dalam rangka 
analisa dan evaluasi 

a. 

b . 

Ter1aksananya pe1aporan data 
kasus konflik sosial yang terjadi 
se1ama tahun 2016 (Jan - Des 
2016) 
Terlaksananya pelaporan data 

laporan 
bulan.an: 
a.Kolom 1~ 

Nomor 
b. Kolom 2: 

kasus konflik sosial yang terjadi Waktu (Jam, 
bulan .Januari, Februari, Maret, Tanggal, 
April 2017. Bulan, 

Tahunl 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Dilaporkan paling lambat tanggal 5 
setiap bulannya melalui email 
Puskomln@kemendagri.go.id, c. Kolom 3: 
sesuai dengan format yang Uraian 
ditentukan (4x) Kasus 

(dibagi 
Target B08: berdasarkan 
Terlaksananya pelaporan data kasus latarbelakang 
konflik sosial yang terjadi bulan Mei, kasus) 
Juni, Juli, Agustus 2017, dilaporkan d. Kolorn 4: 
paling lambat tanggal5 setiap Keterangan 
bulannya melalui email 
Puskomln@kemendagri.go.id, Format 
sesuai dengan format yang 1aporan (B04, 
ditentukan (8x) B08,812): 

81. Kolom 1: 
Target B12: Nomor 
Terlaksananya pelaporan data kasus b. Kolom 2: 
konflik sosial yang terjadi bulan Latarbelaka 
September, Oktober, November, ng konflik 
Desember 2017, dilaporkan paling 
lambat tanggal 5 setiap bulannya 
melalui email 
Puskomtn@k.emendagri.go.id, 
sesuai dengan format yang 
ditentukan (12x) 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. 

r-:~
 


